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MOTTO

Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu
orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan-Nya dan
mereka akan kembali kepada-Nya.
Al-Bagarah : 45-46
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RINGKASAN

Di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri dan jasa, baik
yang berskala besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan
nasional secara bertahap dan terencana melalui rencana pembangunan lima tahun
(Repelita). Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak
membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang
mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi
konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di pihak lain terdapat
dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku
bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi
masyarakat konsumen.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara
hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang
tersebut. Disamping itu, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah
konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh
masyarakat. Sesuai dengan amanat Alinea 1V Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting. Jika disadari bahwa
konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan yang sekaligus juga
sumber modal bagi pembangunan, maka untuk kelangsungan pembangunan
nasional mutlak diperlukan perlindungan konsumen itu.

Adapun permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah
mengenai masalah pelayanan publik yang semakin sering menjadi bahan
perbincangan yang tak pernah selesai. Pada kenyataannya mengenai masalah
pelayanan publik tersebut yang sering kita jumpai adalah berkaitan dengan produk
(baik barang maupun jasa). Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang
tersebut adalah bagaimana hubungan hukum antara PT. PLN sebagai penyedia
jasa kelistrikan dan konsumen sebagai pengguna jasa kelistrikan, bagaimana
tanggung jawab PT. PLN khususnya dalam pelaksanaan kegiatan P2TL jika
mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, dan upaya apa yang dapat dilakukan
oleh konsumen jika merasa dirugikan oleh pihak PT. PLN akibat pelaksanaan

kegiatan P2TL. Pembahasan permasalahan tersebut dilakukan dengan
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menganalisa bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode
deduktif dengan mengidentifikasi fakta hukum yang berkaitan dengan hukum
perlindungan konsumen dan mengenai ketenagalistrikan yang terdapat di dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan.
Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna

jasa ketenagalistrikan, adalah dengan perlindungan hukum secara preventif,
namun upaya perlindungan hukum secara preventif dirasa kurang efektif karena
pada realisasinya masih terdapat banyaknya keluhan dari konsumen yang merasa
dirugikan dan masih belum mendapat ganti rugi serta belum mendapatkan
kepastian akan hak-haknya yang terlalaikan akibat tindakan dari pelaku usaha.
Pelaku usaha jasa ketenagalistrikan jika dalam usahanya merugikan kepentingan
konsumen maka ia diharuskan bertanggung jawab dalam hal pemberian ganti
kerugian, bertanggung jawab untuk berproses hukum, serta bertanggung jawab
dalam hal pembuktian. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa
ketenagalistrikan jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha jasa
ketenagalistrikan, yakni dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha,
menyelesaian sengketa konsumen melalui LPKSM, menyelesaikan sengketa
konsumen melalui BPSK, menyelesaikan sengketa konsumen melalui Pengadilan.
Dalam hal meningkatkan upaya perlindungan terhadap konsumen diperlukan

pula adanya penyuluhan atau sosalisasi kepada masyarakat agar mereka
mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan apabila
ada suatu kegiatan atau program kerja baru dari pihak pelaku usaha dan itu
berkaitan dengan masyarakat. Perlu adanya peninjauan ulang mengenai isi dari
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun peraturan tersebut telah
dijadikan dasar namun didalamnya tidak memuat mengenai Bab yang mengatur
Ganti Rugi dan atau Kompensasi serta pemulihan nama baik kepada para
pelanggan/ konsumen yang dirugikan, dan juga perlu adanya Bab khusus di dalam
Undang- Undang ketenagalistrikan yang membahas mengenai pemulihan nama
baik dan juga untuk melindungi para pengguna jasa ketenagalistrikan, sehingga
apabila ada kesalahan yang tidak mereka lakukan pelanggan atau konsumen PLN
tidak akan selalu diposisikan sebagai pihak yang harus menerima saja hal-hal

yang tercantum dalam salah satu kebijakan yang dibuat tersebut.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik material maupun spiritual,
yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok yang menyangkut sandang, pangan ,
papan yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat.
Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang
berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah
diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang
Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan.
Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa
dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau
masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia  telah tumbuh dan
berkembang banyak industri dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil,
terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan
terencana melalui rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak
membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang
mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi
konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, selain itu di pihak lain terdapat juga
dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku
bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi

masyarakat konsumen.



